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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik dugaan
pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat
aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di
Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui perspektif Siyasah
Tanfidziyyah dan hukum lingkungan positif. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis-empiris dengan mengintegrasikan data hasil
wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak dan aktivis LSM
Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya gap
signifikan antara aspek formal-administratif dengan realita empiris di
lapangan. Meskipun hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal namun
warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa
tambang pada Sungai Lempaung dan Sungai Wal masih terus berlanjut
terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan
Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini memicu krisis kesehatan berupa
wabah penyakit kulit serta kematian massal pada ikan. Ditinjau dari
Siyasah Tanfidziyyah dan Magashid asy-Syariah, kondisi ini
menciderai prinsip Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdzul Maal
(menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC berupa uang
pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor dinilai baru bersifat kuratif-
sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang preventif-
solutif. Berdasarkan kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu, pemegang
otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan
dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik dan
keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Siyasah Tanfidziyyah, Pencemaran Sungai, Limbah B3,
PT AOC, Kemaslahatan Publik.



ABSTRACT

This study aims to analyze the polemic surrounding the alleged
pollution of Hazardous and Toxic Waste (B3) resulting from the
mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan
Komering Ulu Regency through the perspective of Siyasah
Tanfidziyyah and positive environmental law. The research method
used is socio-legal (juridical-empirical) by integrating field interview
data with affected communities and activists from the South Sumatra
Green Youth NGO. The results indicate a significant gap between
formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground.
Although the inspection by the Environmental Agency (DLH) in
October 2025 showed normal parameters, residents confirmed that
sediment pollution from mining mud residue into the Lempaung and
Wal Rivers continues to persist, particularly during the rainy season
due to overflows from the Mud Retention Basin (KPL). This ecological
impact has triggered a health crisis in the form of skin disease
outbreaks and mass fish mortality. Viewed from Siyasah Tanfidziyyah
and Magashid asy-Syariah, this condition violates the principles of
Hifdzun Nafs (protection of life) and Hifdzul Maal (protection of
property/livelihood). The assistance scheme provided by PT AOC,
which includes medical allowances, healthcare personnel, and
borehole construction, is deemed merely curative-temporary and has
not addressed the root cause in a preventive-solutive manner. Based
on the Islamic jurisprudential maxim Adh-Dhararu Yuzalu, regional
executive authorities are urged to maximize supervisory functions and
strict sanctions to uphold public welfare and sustainable ecological
justice.

Keywords : Siyasah Tanfidziyyah, River Pollution, Hazardous Waste,
PT AOC, Public Welfare.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik dugaan
pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat
aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di
Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui perspektif Siyasah
Tanfidziyyah dan hukum lingkungan positif. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis-empiris dengan mengintegrasikan data hasil
wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak dan aktivis LSM
Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya gap
signifikan antara aspek formal-administratif dengan realita empiris di
lapangan. Meskipun hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal namun
warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa
tambang pada Sungai Lempaung dan Sungai Wal masih terus berlanjut
terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan
Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini memicu krisis kesehatan berupa
wabah penyakit kulit serta kematian massal pada ikan. Ditinjau dari
Siyasah Tanfidziyyah dan Magashid asy-Syariah, kondisi ini
menciderai prinsip Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdzul Maal
(menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC berupa uang
pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor dinilai baru bersifat kuratif-
sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang preventif-
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solutif. Berdasarkan kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu, pemegang
otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan
dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik dan
keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Siyasah Tanfidziyyah, Pencemaran Sungai, Limbah B3,
PT AOC, Kemaslahatan Publik.



Abstract

This study aims to analyze the polemic surrounding the alleged
pollution of Hazardous and Toxic Waste (B3) resulting from the
mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan
Komering Ulu Regency through the perspective of Siyasah
Tanfidziyyah and positive environmental law. The research method
used is socio-legal (juridical-empirical) by integrating field interview
data with affected communities and activists from the South Sumatra
Green Youth NGO. The results indicate a significant gap between
formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground.
Although the inspection by the Environmental Agency (DLH) in
October 2025 showed normal parameters, residents confirmed that
sediment pollution from mining mud residue into the Lempaung and
Wal Rivers continues to persist, particularly during the rainy season
due to overflows from the Mud Retention Basin (KPL). This ecological
impact has triggered a health crisis in the form of skin disease
outbreaks and mass fish mortality. Viewed from Siyasah Tanfidziyyah
and Magashid asy-Syariah, this condition violates the principles of
Hifdzun Nafs (protection of life) and Hifdzul Maal (protection of
property/livelihood). The assistance scheme provided by PT AOC,
which includes medical allowances, healthcare personnel, and
borehole construction, is deemed merely curative-temporary and has
not addressed the root cause in a preventive-solutive manner. Based
on the Islamic jurisprudential maxim Adh-Dhararu Yuzalu, regional
executive authorities are urged to maximize supervisory functions and
strict sanctions to uphold public welfare and sustainable ecological
justice.

Keywords: Siyasah Tanfidziyyah, River Pollution, Hazardous Waste,
PT AOC, Public Welfare.



ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN OLEH PT ABADI
OGAN CEMERLANG DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup vyang
memengaruhi  kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain, di tengah laju pembangunan
ekonomi yang masif, sektor industri pertambangan sering kali
memicu dilema ekologis yang pelik yang di mana eksploitasi
sumber daya alam secara besar-besaran kerap kali mengorbankan
kelestarian ekosistem di sekitarnya.(Febrianti & Mufidah, 2025)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan instrumen
proteksi yang ketat melalui Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang secara eksplisit
melarang setiap orang atau badan usaha melakukan perbuatan
yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.(Amalia et al., 2024) Tapi penegakan hukum terhadap
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sisa
penambangan- sering kali membentur tembok tebal kepentingan
profit korporasi sehingga memicu konflik agraria dan lingkungan
yang berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat lingkar
tambang.

Manifestasi nyata dari benturan ekologis tersebut terjadi
di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang
melibatkan aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang
(AOC). Ketegangan horizontal mencuat ke permukaan ketika
galian operasional PT AOC diduga kuat melepaskan sedimen dan
lumpur sisa tambang yang mencemari aliran Sungai Lempaung
hingga bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan data awal
pencatatan lapangan sisa material tambang yang masuk ke badan
air telah merubah kondisi fisik sungai secara drastis menjadi
keruh, butek, dan berminyak. Dampak destruktif ini tidak hanya
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melumpuhkan ekosistem air yang ditandai dengan fenomena
kematian ikan secara massal tetapi juga memicu krisis kesehatan
publik berupa merebaknya wabah penyakit kulit di kalangan
warga setempat yang bergantung pada air sungai tersebut.(Hidayat
& Jawwad, 2023)

Akibatnya terjadi eskalasi protes dari masyarakat bersama
aktivis lingkunga seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel terus
bergulir menuntut akuntabilitas korporasi. Meskipun pihak
perusahaan telah merespons melalui skema dispensasi bantuan
kuratif berupa dana pengobatan, pengerahan tenaga medis, dan
pembuatan sumur bor namun fakta lapangan menunjukkan bahwa
esensi pencemaran sungai tetap berlanjut dan berulang terutama
saat memasuki musim hujan akibat keterbatasan fungsi Kolam
Penampungan Lumpur (KPL) milik perusahaan.(Uyun et al.,
2022)

Fenomena di atas memunculkan dinamika yang menarik
sekaligus ironis yang di mana terdapat kesenjangan (gap)
administrasi hukum yang nyata. Hasil pemeriksaan bersama Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU pada Oktober 2025
menyatakan parameter air berada dalam kondisi normal dan tidak
termasuk dalam pencemaran berat hamun masyarakat di tingkat
tapak terus menyuarakan keluhan atas sedimentasi berulang.

Penataan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan
lingkungan berada dalam domain Siyasah Tanfidziyyah yaitu
politik pelaksanaan hukum oleh pemegang otoritas eksekutif.
Islam memandang alam dan air sebagai hak milik publik (al-
milkiyyah al-ammah) yang tidak boleh dirusak sejalan dengan
kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu vyaitu segala bentuk
kemudaratan harus dihilangkan.(Mangawing et al., 2023)

. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-
analitis.(A,  2023)  Pendekatan  yuridis-empiris/sosiologis
digunakan secara sengaja untuk mengamati, merekam, dan
menganalisis secara langsung fakta hukum empiris di lokasi
penelitian terkait praktik pengendalian limbah Bahan Berbahaya
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dan Beracun (B3) akibat aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan
Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
Sumatera Selatan. Sifat deskriptif-analitis dipilih  untuk
memaparkan secara menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan
eksekutif, kapasitas Kolam Penampungan Lumpur (KPL), serta
dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.(Howard,
2025)

Sumber data dalam kajian ini diklasifikasikan menjadi

dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:
1. DataPrimer
Diperolen langsung melalui teknik wawancara
mendalam (in-depth interview) terstruktur dengan informan
kunci dari tiga sudut pandang berimbang:

a. Masyarakat lokal terdampak di sepanjang aliran Sungai
Lempaung dan Sungai Wal.

b. Aktivis lingkungan dari LSM Pemuda Hijau Sumsel.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU
guna mengonfirmasi keabsahan pengawasan, hasil uji
laboratorium, serta tindak lanjut administratif penanganan
pencemaran.

2. Data Sekunder
Diperolen melalui studi dokumen yang mencakup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan

Daerah terkait, dokumen Resmi Laporan Hasil Pemeriksaan

Laboratorium DLH Kabupaten OKU tertanggal Oktober 2025,

serta literatur pendukung Siyasah Tanfiziyyah.(Sulun &

Muspawi, 2024)

Teknik analisis data lapangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.
Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif
(reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) yang
dikorelasikan secara kritis menggunakan kaidah fikih Ad-Dararu
Yuzal serta konsep Siyasah Tanfiziyyah. Tahapan analisis dimulai
dari reduksi data (data reduction) di mana seluruh informasi
mentah yang dihimpun dari hasil studi lapangan mengenai keluhan
penyakit kulit, kematian ikan, rincian dispensasi bantuan seperti
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sumur bor, uang obat, tenaga medis, hingga kondisi fisik Kolam
Penampungan  Lumpur (KPL) dipilah, disarikan, dan
dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sub-bab pembahasan.
Langkah berikutnya adalah penyajian data (data display) secara
naratif-deskriptif untuk memetakan dinamika serta kronologi
konflik lingkungan yang terjadi di lapangan.(Rachmawati, 2007)
Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (conclusion
drawing/verification) di mana seluruh temuan fakta lapangan
tersebut dikonfirmasikan melalui teknik triangulasi data lalu
dikorelasikan secara kritis menggunakan metode berpikir deduktif
dengan pisau analisis hukum Islam yaitu kaidah fikih universal
Adh-Dhararu Yuzalu serta konsep kemaslahatan publik dalam
koridor Siyasah Tanfidziyyah guna menghasilkan konklusi yang
objektif, mendalam, dan solutif.(Miles & Huberman, 2020)

. Hasil dan Pembahasan

Polemik dugaan pencemaran aliran Sungai Lempaung dan
Sungai Wal oleh material sisa galian PT Abadi Ogan Cemerlang
(AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merefleksikan
benturan nyata antara kepentingan ekspansi ekonomi sektor
industri pertambangan dan hak atas kelestarian lingkungan hidup
masyarakat lokal. Ketegangan horizontal yang melibatkan warga
terdampak, pihak korporasi, serta aktivis lingkungan seperti LSM
Pemuda Hijau Sumsel memperlihatkan bahwa perlindungan
ekosistem sungai telah  bertransformasi menjadi  urusan
pemenuhan kemaslahatan hidup yang mendasar.(Wijaya, 2025)

Guna membedah dinamika konflik ini secara objektif dan
mendalam maka bab pembahasan ini akan menguraikan tiga
kluster analisis yang saling berkesinambungan secara runtut yang
dimulai dari pengujian efektivitas implementasi kebijakan
pengendalian limbah KPL berdasarkan Pasal 69 UU No. 32 Tahun
2009 dan pengawasan DLH dan diikuti pemetaan dampak
ekologis-sosial serta efektivitas dispensasi bantuan Kkuratif
dari perusahaan, hingga diakhiri dengan rekonstruksi Kkritis
menggunakan pisau analisis Siyasah Tanfidziyyah demi
menegakkan prinsip keadilan ekologis serta menghilangkan
kemudaratan (adh-dhararu yuzalu) demi kemaslahatan publik
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yang hakiki.(Dengen, 2025)

1.

Implementasi Kebijakan Pengendalian Limbah PT Abadi
Ogan Cemerlang (AOC) berdasarkan Regulasi
Lingkungan Hidup

Pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) merupakan pilar utama dalam pemeliharaan daya dukung
lingkungan yang secara yuridis diatur ketat dalam Pasal 69
Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU PPLH). Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap
orang atau badan hukum melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Konteks operasional pertambangan PT Abadi Ogan
Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
menerangkan bahwa implementasi regulasi ini diuji melalui
efektivitas pengelolaan infrastruktur penampungan limbah sisa
galian tambang mereka.(Wardana et al., 2025)

Perusahaan ini telah melakukan langkah mitigasi
operasional dengan membangun dan mengoperasikan Kolam
Penampungan Lumpur (KPL) sebagai instrumen teknis untuk
menyaring sedimen dan material sisa penambangan sebelum
dialirkan ke media lingkungan. Keberadaan KPL ini menjadi
parameter utama bagi perusahaan dalam mengklaim
kepatuhan hukum terhadap  standardisasi baku mutu
lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun
pusat.

Amanat pelaksanaan undang-undang perlindungan
lingkungan ini menuntut adanya pengawasan periodik dari
otoritas eksekutif daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten OKU.(Gusdini et al., 2023) Berdasarkan
data sekunder yang dihimpun telah dilakukan pemeriksaan
bersama antara pihak perusahaan dengan DLH OKU pada
Oktober 2025. Hasil pengujian laboratorium atas sampel air
yang diambil saat itu menunjukkan bahwa parameter kualitas
air berada dalam batas normal yang berarti aliran sungai
secara administratif tidak dikategorikan dalam keadaan
tercemar berat.



Temuan formal ini sering kali dijadikan dasar bagi
pihak manajemen PT AOC untuk menyatakan bahwa sistem
surface water management dan KPL yang mereka operasikan
telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar
(SOP) hukum lingkungan yang berlaku.(Fadjrin et al., 2024)
Dari sudut pandang hukum normatif menerangkan bahwa
hasil uji laboratorium DLH ini memberikan legitimasi bahwa
perusahaan berada di bawah koridor hukum dan tetap dalam
pengawasan ketat pemerintah.

Fakta normatif di atas kertas tersebut justru
berbenturan keras dengan realita sosiologis dan empiris yang
ditemukan melalui data wawancara di lapangan bersama warga
terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil
wawancara menegaskan adanya gap (celah) yang signifikan
antara status “normal” versi laboratorium pada Oktober
2025 dengan kondisi riil aliran Sungai Lempaung dan Sungai
Wal secara berkelanjutan.

Warga melaporkan bahwa galian PT AOC diduga
kuat tetap mencemari Sungai Lempaung yang menjadi hulu
sebelum bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan penuturan
langsung masyarakat setempat maka air sungai secara visual
kerap berubah drastis menjadi sangat keruh, butek, bahkan
menunjukkan lapisan berminyak di permukaannya. Perubahan
fisik air yang mencolok ini merupakan indikator kuat bahwa
material sedimen sisa penambangan dan sisa lumpur tambang
terlepas bebas ke badan air yang secara nyata melanggar
esensi larangan pencemaran dalam Pasal 69 UU PPLH.

Ketidakselarasan antara hasil lab DLH dengan
keluhan masyarakat ini dapat dianalisis melalui dinamika
perubahan musim yang terekam dalam data wawancara.
Masyarakat menyatakan bahwa sedimentasi dan pencemaran
air sungai ini bersifat fluktuatif namun berulang terutama
memuncak secara ekstrem saat memasuki musim hujan. Pada
musim hujan terjadi debit air yang tinggi mengakibatkan
fungsi Kolam Penampungan Lumpur (KPL) PT AOC tidak
mampu menampung volume luapan air tambang secara
optimal sehingga material lumpur sisa tambang lolos dan
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masuk ke aliran air sungai.(Hendra et al., 2026)

Hal inilah yang menyebabkan mengapa hasil uji lab
pada bulan tertentu seperti Oktober 2025 itu bisa menunjukkan
angka normal sementara keluhan masyarakat mengenai air
yang butek dan berminyak terus muncul embali secara
dinamis di waktu lain.(Setiyana & Hakim, 2022) Maka
implementasi pengendalian limbah olenh PT AOC dinilai baru
terpenuhi secara formal-administratif pada momen-momen
pemeriksaan tertentu namun secara substansial-faktual belum
mampu konsisten melindungi media lingkungan hidup dari
dampak sedimentasi berulang.

Guna menjamin akuntabilitas data serta menghindari
bias informasi antara pihak perusahaan dan masyarakat,
peneliti melakukan wawancara langsung dengan perwakilan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU. Pihak
DLH membenarkan bahwa pengujian sampel air pada Oktober
2025 berada dalam batas baku mutu normal. Namun, pihak
DLH juga menegaskan bahwa hasil uji laboratorium tersebut
merupakan point-in-time assessment (penilaian pada satu titik
waktu tertentu). DLH mengonfirmasi adanya potensi
kerentanan struktur Kolam Penampungan Lumpur (KPL) PT
AOC saat terjadi lonjakan debit air hujan. Berdasarkan
klarifikasi ini, DLH telah memberikan surat teguran
pembinaan teknis kepada PT AOC agar melipatgandakan
kapasitas pengendapan KPL.

Penemuan ini membuktikan bahwa klarifikasi
langsung dari otoritas DLH sangat krusial. Hal ini menguatkan
fakta bahwa meskipun PT AOC belum terbukti melakukan
pelanggaran baku mutu secara permanen di atas Kkertas,
potensi kemudaratan berulang saat musim hujan tetap nyata
dan memerlukan pengawasan aktif dari pemerintah daerah
sesuai prinsip Sivasah Tanfiziyyah.
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2. Dampak Ekologis-Sosial Eksternalitas Aktivitas Tambang
dan Efektivitas Dispensasi Bantuan Perusahaan terhadap
Masyarakat Terdampak

Aktivitas  penambangan  yang mengabaikan
standardisasi pengelolaan limbah secara konsisten akan selalu
menghasilkan eksternalitas negatif yaitu kerugian lingkungan
dan sosial yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau
masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Berdasarkan data wawancara lapangan yang dihimpun
membahas bahwa kegagalan sistematis dalam menahan laju
sedimentasi sisa tambang PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC)
telah menimbulkan kerusakan ekologis yang masif di
sepanjang aliran Sungai Lempaung hingga Sungai Wal.

Kerusakan ekologis ini ditandai dengan hancurnya
struktur ekosistem sungai akibat masuknya lumpur sisa
tambang yang pekat ke badan air. Masuknya material asing ini
tidak hanya mengubah parameter fisik air menjadi keruh,
butek, dan berminyak tetapi juga merusak habitat alami biota
air secara fatal.(Anandari, 2025) Manifestasi paling nyata dari
kerusakan ekosistem ini adalah terjadinya fenomena
kematian ikan secara massal yang dilaporkan langsung oleh
warga setempat dalam sesi wawancara. Kematian biota air ini
secara otomatis memutus rantai makanan alami sungai dan
merugikan siklus ekologi lokal yang telah terbentuk selama
bertahun-tahun.

Dampak ekologis yang destruktif tersebut pada
perkembangannya bertransformasi menjadi krisis sosial-
ekonomi dan kesehatan yang membebani kehidupan sehari-
hari masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU). Sungai
Lempaung dan Sungai Wal yang semula berfungsi sebagai
sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan sanitasi warga
kini menjadi sumber ancaman kesehatan yang berbahaya.
Hasil data wawancara secara eksplisit mencatat bahwa
masyarakat yang terpaksa berinteraksi atau menggunakan air
sungai yang telah tercemar sedimen tambang tersebut Kini
terserang berbagai penyakit kulit seperti iritasi akut dan gatal-
gatal kronis.
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Secara ekonomi menjelaskan bahwa matinya ikan-
ikan di sungai juga merenggut potensi mata pencaharian
warga lokal yang bergantung pada sektor perikanan sungai
baik untuk konsumsi pribadi maupun pemenuhan ekonomi
keluarga. Akumulasi dari kerugian kesehatan dan rusaknya
ruang hidup inilah yang memicu ketegangan horizontal dan
mendorong lahirnya gelombang protes serta aksi demonstrasi
dari warga bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda
Hijau Sumsel.

Menghadapi eskalasi protes dan konflik sosial yang
semakin tajam menegaskan bahwa PT AOC merespons
dengan menggulirkan skema tanggung jawab yang
mereka sebut sebagai “dispensasi
bantuan”.(Anggraini, 2025) Berdasarkan lembar catatan hasil
wawancara terdapat tiga instrumen kompensasi utama yang
dihadirkan oleh perusahaan yaitu Pertama dengan pemberian
uang tunai untuk berobat secara gratis, Kedua dengan
pengiriman tenaga medis langsung dari internal PT AOC
untuk mengobati warga, Ketiga dengan pembuatan
infrastruktur air bersih berupa sumur bor beserta bak
penampungannya.

Kehadiran  bantuan-bantuan ini secara formal
memperlihatkan adanya iktikad korporasi untuk meredam
ketegangan sosial dan memulihkan kondisi darurat kesehatan
yang dialami oleh masyarakat terdampak. Pada sudut pandang
manajemen konflik membahas bahwa langkah ini efektif
dalam jangka pendek sebagai instrumen jaring pengaman sosial
agar gejolak resistensi masyarakat tidak menghentikan total
operasional penambangan perusahaan.(Fauzani et al., 2025)

Apabila efektivitas dispensasi bantuan tersebut diuji
secara kritis menggunakan kacamata keberlanjutan lingkungan
maka seluruh bantuan yang diberikan PT AOC dinilai belum
menyentuh akar permasalahan (solutif-substansial) dan baru
bersifat kuratif-sementara. (Fazriah, 2026) Pemberian uang
berobat dan pengerahan tenaga medis terbukti tidak mampu
menghentikan laju penambahan korban penyakit kulit baru
selama sumber penyakitnya yaitu pada air sungai yang
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tercemar lumpur tersebut tidak disembuhkan terlebih dahulu.
Demikian pula dengan pembuatan sumur bor yang di mana
bantuan ini secara tidak langsung merupakan pengakuan tidak
resmi dari perusahaan bahwa air permukaan (sungai) telah
rusak dan tidak layak pakai lagi sehingga warga dipaksa
beralih ke air tanah.

Data wawancara dengan tegas mengonfirmasi bahwa
hingga saat ini sungai tersebut tetap mengalami pencemaran
yang berlanjut dan airnya tetap keruh serta berminyak. Maka
model dispensasi bantuan yang diterapkan PT AOC gagal
memenuhi fungsi pemulihan lingkungan (environmental
remediation) karena hanya berfokus pada kompensasi dampak
sosial di darat sementara kejahatan ekologis berupa
pencemaran sedimen di badan sungai dibiarkan terus
berlangsung tanpa penanganan yang radikal.(Cahyandari &
Pradana, 2022)

Analisis  Siyasah  Tanfidziyyah terhadap Dinamika
Pengendalian Lingkungan dan Pemenuhan Hak
Kemaslahatan Warga

Siyasah Tanfidziyyah merupakan cabang ilmu politik
Islam yang secara khusus mengkaji mengenai otoritas,
kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam melaksanakan
hukum serta menyelenggarakan kemaslahatan umat (tanfidz
al-ahkam) demi mewujudkan tatanan sosial yang adil.(Achjar
& Ruhaeni, 2020) Sifat dasar dari Siyasah Tanfidziyyah
bertumpu pada kaidah fikih yang sangat masyhur yaitu:

eladl L i) o fidl 52

“Kebijakan seorang pemimpin/pemerintai; terhadap
rakyatnya harus selalu didasarkan pada kemaslahatan
(kebaikan umum)”’.

Pada konteks polemik pencemaran lingkungan yang
melibatkan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten
Ogan Komering Ulu (OKU) meninjau dengan pisau analisis
Siyasah Tanfidziyyah yang digunakan untuk mengevaluasi
sejaun mana peran pemerintah daerah yang dalam hal ini
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Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama pihak korporasi
selaku pelaksana kebijakan mampu merealisasikan esensi
kemaslahatan dan perlindungan jiwa serta harta bagi warga
lokal.

Berdasarkan perspektif hukum Islam membahas
bahwa kelestarian lingkungan hidup (al-bi’ah) berkedudukan
sangat vital karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan
lima tujuan inti syariat yaitu Al-Kulliyatul Khams atau
Magashid asy-Syariah.(Chaerul & Milenia, 2024) Dari data
hasil wawancara lapangan terlihat jelas bahwa pencemaran
sedimen sisa tambang PT AOC telah menciderai dua aspek
utama dalam Magashid asy-Syariah, Pertama yaitu Hifdzun
Nafs yang berkewajiban menjaga jiwa dan kesehatan dan
Kedua yaitu Hifdzul Maal yang berkewajiban menjaga harta
dan sumber penghidupan. Wabah penyakit kulit yang
menyerang warga akibat menggunakan air sungai yang
tercemar lumpur pekat merupakan bentuk nyata dari
kegagalan pemenuhan Hifdzun Nafs. Sementara itu adanya
kematian massal pada populasi ikan di Sungai Lempaung dan
Sungai Wal adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap
Hifdzul Maal di mana masyarakat kehilangan hak atas
ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian ekonomi dari
alam.

Secara teologis adanya larangan melakukan perusakan
lingkungan dan eksploitasi yang merugikan hajat hidup orang
banyak telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an
Surah Al-A ’raf ayat 56:

A EF 5 abs B3 3831 o) G o 3 kb Y

® gl 5 233

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah

diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat
dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A raf : 56).
Ayat ini menjadi dasar bahwa operasional korporasi

seperti PT AOC secara syar’i dilarang keras menitikberatkan
keuntungan ekonomi semata apabila mengorbankan
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kelestarian hulu dan hilir sungai. Air dalam pandangan Islam
adalah sumber kehidupan utama yang kesuciannya harus
dijaga. Ketika galian tambang merubah kondisi fisik air
menjadi keruh, butek, dan berminyak maka tindakan tersebut
bertentangan dengan mandat manusia sebagai khalifah fil ardh
yang artinya pemimpin di bumi di mana berkewajiban
melakukan pemakmuran bukan pencemaran.(Siadari, 2023)

Dampak pencemaran juga berlanjut yang melahirkan
penyakit kulit dan matinya biota air ini membentur prinsip
keadilan hukum Islam yang berorientasi menolak segala
bentuk bahaya. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad:

SRR

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak
boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah No.
2341).

Hadis ini juga melahirkan kaidah fikih universal yang
berbunyi :

Jg. 554
“Segala bentuk kemudaratan (bahaya/kerugian) harus
dihilangkan.”

Melalui kacamata Siyasah Tanfidziyyah di sini
pemberian kompensasi atau “dispensasi bantuan” oleh
PT AOC berupa uang pengobatan, kehadiran tenaga medis
hingga sumur bor baru terpenuhi sebagai upaya penanganan
dampak darurat kemudaratan sosial sesaat (kuratif).

Tetapi bantuan tersebut tidak menggugurkan
kewajiban utama penguasa dan korporasi untuk melakukan
tindakan preventif (pencegahan) dengan menghentikan
sumber utama pencemaran pada Kolam Penampungan
Lumpur (KPL) yang kerap meluap setiap musim hujan.
Kemaslahatan yang diakui oleh syariat (maslahah
mu tabarah) tidak boleh bersifat semu atau sekadar formalitas
administratif di atas kertas laboratorium sementara hakikat di
lapangannya hak-hak warga terus dilanggar.(Karinasiwi,
2022)
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Harapan besar masyarakat yang terekam dalam
wawancara yaitu agar PT AOC menghentikan total segala
bentuk pencemaran dan tidak meruak sungai lagi yang
merupakan refleksi dari tuntutan keadilan ekologis yang sah
dalam Islam. Rasulullah SAW juga menegaskan status
kepemilikan publik atas sumber daya air melalui sabdanya:

O 5B kel B SISO LU 8

“Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki
hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu
Dawud No. 3477).

Karena air sungai adalah hak bersama (al-milkiyyah
al-ammah) maka privatisasi ruang sungai yang berdampak
pada rusaknya kualitas air oleh sedimen industri pertambangan
merupakan bentuk kezaliman ekonomi dan ekologi.

Maka analisis Siyasah Tanfidziyyah menegaskan
bahwa instrumen pengawasan eksekutif oleh DLH OKU dan
pemenuhan tanggung jawab PT AOC belum berjalan secara
komprehensif menurut koridor hukum Islam. Implementasi
pengendalian limbah dinilai baru menyentuh pemenuhan
regulasi birokrasi namun belum berhasil menegakkan
kemaslahatan substantif selama kemudaratan berupa aliran air
sungai yang keruh dan berminyak masih dirasakan oleh
masyarakat Ogan Komering Ulu.(Intan, 2023)

D. Simpulan

Penelitian ini  menunjukkan bahwa implementasi
pengendalian limbah B3 PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) baru
terpenuhi  pada aspek formal-administratif namun secara
substansial belum mampu menjaga kelestarian media lingkungan
secara konsisten. Hasil wawancara lapangan membuktikan adanya
gap yang nyata antara hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) OKU yang menyatakan parameter normal dengan
realita empiris di mana warga terus merasakan dampak
sedimentasi berupa air sungai yang keruh, butek, dan berminyak,
terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan
Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini bertransformasi menjadi
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krisis sosial-kesehatan berupa wabah penyakit kulit dan kematian
biota air yang dalam kacamata Siyasah Tanfidziyyah dan
Magashid asy-Syariah dinilai telah menciderai prinsip Hifdzun
Nafs yaitu menjaga jiwa serta Hifdzul Maal yaitu menjaga harta
atau sumber penghidupan masyarakat lokal.

Rekomendasi utama penelitian ini terdapat pada skema
“dispensasi bantuan” yang diterapkan oleh PT AOC seperti
penyediaan uang pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor yang
harus diubah orientasinya dari yang semula bersifat kuratif-
sementara menjadi preventif-solutif. Pihak manajemen PT AOC
direkomendasikan untuk segera melakukan audit lingkungan
mandiri dan melakukan rekonstruksi radikal terhadap sistem
surface water management serta kapasitas tampung KPL
perusahaan agar mampu menahan laju sedimen secara optimal
tanpa kebocoran bahkan dalam kondisi curah hujan ekstrim
sekalipun. Bantuan sumur bor tidak boleh dijadikan alasan
pembenaran untuk membiarkan air permukaan tetap tercemar
karena air sungai merupakan hak milik publik (al-milkiyyah al-
ammah) yang wajib dipulihkan fungsinya sesuai mandat undang-
undang dan hukum Islam.

Saran ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
OKU khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk
meningkatkan fungsi pengawasan dari yang semula pasif-periodik
menjadi pengawasan aktif-partisipatif yang melibatkan warga
setempat dan LSM Pemuda Hijau Sumsel. Otoritas eksekutif
berdasarkan prinsip Sivasah Tanfidziyyah disarankan untuk tidak
ragu menggunakan kewenangan hukumnya (wilayah al-amr)
dalam menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah yang tegas jika
perusahaan terbukti melakukan kelalaian berulang yang memicu
pencemaran.
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Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian

Aspek Detail
Analisis terhadap efektivitas pengendalian limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT Abadi
Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan
Objek Komering Ulu. Fokus kajian mencakup kesenjangan
Penelitian | empiris antara masyarakat hulu-hilir ~ (Sungai
Lempaung dan Sungai Wal), hasil pengawasan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) OKU, efektivitas
kompensasi perusahaan, serta tinjauan Kkritis dalam
perspektif Siyasah Tanfiziyyah.
Metode Penelitian hukum yuridis-empiris/sosiologis dengan
Penelitian | pendekatan kualitatif lapangan (field research).
Primer: Wawancara mendalam dengan Warga
Terdampak, LSM Pemuda Hijau Sumsel, dan
Sumber Pejabat/Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Data Kabupaten OKU.

Sekunder: UU No. 32/2009 (UU PPLH), Perda,
Laporan Lab DLH OKU Oktober 2025, serta
literatur Siyasah Asy-Syar'iyyah.

Sifat Penelitian

Deskriptif-analitis; menggambarkan secara objektif
dan sistematis mengenai kondisi riil pengawasan
eksekutif, pengelolaan KPL, dan dampak sosial-
ekologis.
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Magqashid asy-Syariah, kondisi ini mencederai prinsip Hifdzun Nafs (menjaga
Jiwa) dan Hifdzul Maal (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC
baru bersifat kuratif-sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang
preventif-solutif. Berdasarkan kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu, pemegang

otoritas eksekutif daerah
ketegasan sanksi demi

1i i lkan

fungsi peng dan
lahatan publik. Kebaruan penelitian ini

terletak pada i

i hukum lingk

positif dan rek uksi kritis Siyasah

Tanfidziyyah untuk menghasilkan model mitigasi konflik ekologis di tingkat

tapak secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan
Lingk hidup mer ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup yvang memengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain, di tengah laju pembangunan
ekonomi yang masif, sektor industri pertambangan
sering kali memicu dilema ekologis yang pelik yang
di mana eksploitasi sumber daya alam secara besar-
besaran kerap kali n ‘bank kel ian
ekosistem di sekitarnya.(Febrianti & Mufidah, 2025)
Pemerintah Indonesia telah menetapkan
instrumen proteksi yang ketat melalui Pasal 69 Ayat
(1) Huruf A Undang ‘Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perli dan F lol. Lingkungan
Hidup (UU PPLH) yang secara eksplisit melarang
setiap orang atau badan usaha melakukan perbuatan
yang ibatl dan/atau
perusakan lingkungan hldup (Amalia et al., 2024)
Tapi penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sisa
penambangan sering kali membentur tembok tebal
kepentingan profit korporasi sehingga memicu
konflik agraria dan lingkungan yang berkepanjangan
antara  per dan K lingkar
tambang.(Anger et al., 2025)
Manifestasi nyata dari benturan ekologis tersebut
terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
a Sel yang libatk aktivitas
pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC).

ma:

kalangan warga setempat yang bergantung pada air
sungai tersebut.(Hidayat & Jawwad, 2023)
Akibatnya terjadi eskalasi protes dari masyarakat
bersama aktivis lingkunga seperti LSM Pemuda
Hijau Sumsel terus bergulir menuntut akuntabilitas
korporasi. Meskipun pihak perusahaan telah
merespons melalui skema dispensasi bantuan kuratif
berupa dana pengobatan, pengerahan tenaga medis,
dan pembuatan sumur bor namun fakta lapangan
menunjukkan bahwa esensi pencemaran sungai tetap
berlanjut dan berulang terutama saat memasuki

musim hujan akibat keterbatasan fungsi Kolam
Penampungan Lumpur (KPL) milik
perusahaan.(Uyun et al., 2022)

F di atas lkan di ika yang

menarik sekaligus ironis yang di mana terdapat
kesenjangan (gap) administrasi hukum yang nyata.
Hasil pemeriksaan bersama Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kabupaten OKU pada Oktober 2025
menyatakan parameter air berada dalam kondisi
normal dan tidak termasuk dalam pencemaran berat

namun masyarakat di tingkat tapak terus
menyuarakan keluhan atas sedimentasi
berulang.(Cheng & Noh, 2024)

Penataan dan pelaksanaan kebijakan
perlindungan lingkungan berada dalam domain
Sivasah Tanfid=ziyvvah yaitu politik pelaksanaan

hukum oleh pemegang otoritas eksekutif. Islam
memandang alam dan air sebagai hak milik publik
(al-mrlkn'vah al-ammah) yang tidak boleh dirusak

d kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu

Ketegangan horizontal ke per
ketika gahan opcmslonal PT AOC diduga kuat

1 b

an dan pur sisa yang
mencemari aliran Sungai Lempaung hingga
bermuara ke i Wal. Berd kan data awal

pencatatan lapangan sisa material tambang yang
masuk ke badan air telah merubah kondisi fisik
sungai secara drastis menjadi keruh, butek, dan
berminyak.(Biswas, 2020) Dampak destruktif ini
ndak hanya melumpuhkan ekoslstem air yang

dai d ikan secara
massal tetapi juga memicu Kkrisis kesehatan publik
berupa merebaknya wabah penyakit kulit di

yaitu segala bentuk kemudaratan harus
dihilangkan.(Mangawing et al., 2023)

Beberapa penelitian  terdahulu

dali limbah per b

berfokus pada dua ranah terpisah, yaitu evaluasl
kepatuhan perusahaan berdasarkan hukum
lingkungan positif secara normatif, atau kajian
teoretis Sivasah secara tekstual tanpa pijakan data
empiris. Celah penelitian (research gap) yang
melandasi kajian ini adalah belum adanya studi yang
secara spesifik mengintegrasikan fakta
ketidakselarasan (gap) hasil laboratorium
dministratif d keluh iologis masyarakat

mengenai
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di tingkat tapak sengketa pertambangan melalui
pisau analisis politik eksekutif Islam (Sivasah
Tanfid=ivyah).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak
pada rekonstruksi kritis terhadap skema dispensasi
bantuan korporasi pertambangan (PT AOC) dan
kebijakan pengawasan eksekutif daerah (DLH
OKU). Penelitian ini tidak sekadar memetakan
konflik lingkungan, melainkan menawarkan
pemikiran baru dengan mendudukkan pemulihan
ekosistem air permukaan sebagai instrumen wajib
pemenuhan Magashid asy-Svariah (Hifdzun Nafs
dan Hifd=zul Maal), bukan sekadar gugur kewajiban
administratif. Dengan demikian, artikel ini
memberikan kontribusi ilmiah berupa model
sinkronisasi antara instrumen hukum positif dan
hukum Islam sebagai resolusi konflik ekologis di
wilayah lingkar tambang secara aplikatif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum yuridis-empiris yang dijalankan melalui
pendekatan kualitatif lapangan (field research).(A,
2023) Metode yuridis-empiris dengan pendekatan

mati.
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advokasi polemik ini.(Howard. 2025) Hasil
wawancara lapangan tersebut direkam dan dicatat
secara otentik dalam lembar catatan lapangan.(Sulun
& Muspawi, 2024) Sementara itu, data sekunder
berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh
melalii studi dokumen., mencakup bahan hukum
primer berupa undang-undang lingkungan hidup,
peraturan daerah, draf laporan hasil pemeriksaan
laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten OKU tertanggal Oktober 2025, serta
literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan
dengan konsep Sivasah Tanfid=ivyah.

Teknik analisis data lapangan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan
model interaktif. Tahapan analisis dimulai dari
reduksi data (data reduction) di mana seluruh
informasi mentah yang dihimpun dari hasil studi
lapangan mengenai keluhan penyakit kulit, kematian
ikan, rincian dispensasi bantuan seperti sumur bor,
uang obat, tenaga medis, hingga kondisi fisik Kolam
Penampungan Lumpur (KPL) dipilah, disarikan, dan
dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sub-bab
pembahasan. Langkah berikutnya adalah penyajian
data (data display) secara naratif-deskriptif untuk
n K di ika serta kronologi konflik

lapangan ini dipilih secara guna m
merekam, dan memahami secara langsung dinamika
sosial serta fakta empiris di lokasi penelitian terkait
implementasi Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta Peraturan Daerah terkait. Berbeda dengan studi
kepustakaan murni (yuridis-normatif) yang hanya
mengkaji teks regulasi di atas kertas, model
penelitian yuridis-empiris ini dirancang untuk terjun
langsung ke akar rumput guna membedah
kesenjangan (gap) antara regulasi pengendalian
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan
realita pencemaran riil yang dihadapi oleh
masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Abadi
Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan
Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sumber data dalam kajian yuridis-empiris ini
diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer merupakan
data inti empiris yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian di lokus sasar melalui teknik wawancara
mendalam (in-depth interview) terstruktur dengan
para informan kunci yang menyaksikan dan
terdampak langsung oleh aktivitas penambangan.
Informan lapangan dalam penelitian ini meliputi
warga lokal yang bermukim di sepanjang aliran
Sungai Lempaung dan Sungai Wal, serta aktivis
dari Lemb Swadaya Masyarakat
(LSM) Pemuda Hijau Sumsel yang ikut mengawal

lingk

lingkungan yang terjadi di lapangan.(Rachmawati,
2007)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan
(conclusion drawing/verification) di mana seluruh
temuan fakta hukum dan empiris di lapangan
tersebut dikonfirmasikan melalui teknik triangulasi
data lalu dikorelasikan secara kritis menggunakan
metode berpikir deduktif dengan pisau analisis
hukum Islam, yaitu kaidah fikih universal Adh-
Dhararu Yuzalu serta konsep kemaslahatan publik
dalam  koridor Sivasah  Tanfid=zivvah  guna
menghasilkan konklusi yang objektif, mendalam,
dan solutif.(Miles & Huberman, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Polemik dugaan pencemaran aliran Sungai
Lempaung dan Sungai Wal oleh material sisa galian
PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten
Ogan Komering Ulu (OKU) merefleksikan benturan
nyata antara kepentingan ekspansi ekonomi sektor
industri pertambangan dan hak atas kelestarian
lingkungan hidup masyarakat lokal. Ketegangan
horizontal yang melibatkan warga terdampak, pihak
korporasi, serta aktivis lingkungan seperti LSM
Pemuda Hijau Sumsel memperlihatkan bahwa
perlindungan ekosistem sungai telah bertransformasi
menjadi urusan per han | lah hidup
yang mendasar.(Wijaya, 2025)
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Guna membedah dinamika konflik ini secara
objektif dan mendalam maka bab pembahasan ini
akan menguraikan tiga kluster analisis yang saling
berkesinambungan secara runtut yang dimulai dari
pengujian  efektivitas implementasi kebijakan
pengendalian limbah KPL berdasarkan Pasal 69 UU
No. 32 Tahun ’009 dan pengawasan DLH dan
diikuti p pak kologi. ial serta
efektivitas  dispensasi bantuan kuratif dari
perusahaan, hingga diakhiri dengan rekonstruksi
kritis menggunakan pisau analisis  Sivasah
Tanfidzivvah demi mcnegakkan prinsip keadilan
ekologis serta hil kemud (adh-
dhararu yuzalu) demi kemaslahatan publik yang
hakiki.(Dengen, 2025)

1) Implementasi Kebijakan Pengendalian
Limbah PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC)
berdasarkan Regulasi Lingkungan Hidup

Pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan
(B3) merupak pilar utama dalam
pemeliharaan daya dukung lingkungan yang
secara yuridis diatur ketat dalam Pasal 69 Ayat

(1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 Perlind dan P lol

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan

tersebut secara tegas melarang setiap orang atau

badan hukum melakukan perbuatan yang
kibatkan p an dan/atau perusak

lingkungan hidup. Konteks operasional

pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang

(AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu

(OKU) menerangkan bahwa implementasi

regulasi ini diuji melalui efektivitas pengelolaan

infrastruktur penampungan limbah sisa galian

tambang mereka.(Wardana et al., 2025)

PT AOC telah melakukan langkah mitigasi
operasional dengan membangun dan
ikan Kolam F p Lumpur

(KPL) sebagai instrumen teknis untuk menyaring

sedimen dan material sisa penambangan sebelum

dialirkan ke media lingkungan. Keberadaan KPL
ini menjadi parameter utama bagi perusahaan
dalam mengklaim kepatuhan hukum terhadap
standardisasi baku mutu lingkungan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun

pusat.(Dahal, 2024)

Amanat pel
perlind lingk ini adanya
pengawasan periodik dari otoritas eksekutif
daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten OKU.(Gusdini et al., 2023)

Berdasarkan data sekunder yang dihimpun telah

dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak

perusahaan dengan DLH OKU pada Oktober

1 oy d:

2025. Hasil pengujian laboratorium atas sampel
air yang diambil saat itu menunjukkan bahwa
parameter kualitas air berada dalam batas normal
yang berarti aliran sungai secara administratif
tidak dikategorikan dalam keadaan tercemar
berat.(Gnangnon & Chen. 2026)

Temuan formal ini sering kali dijadikan dasar
bagi pihak manajemen PT AOC untuk
menyatakan bahwa sistem swrface water
management dan KPL yang mereka operasikan
telah  berjalan sesuai dengan prosedur
operasional standar (SOP) hukum lingkungan
vang berlaku.(Fadjrin et al., 2024) Dari sudut

d: huk if kan bahwa
hasil uji laboratorium DLH ini memberikan
legiti i bahwa per h berada di bawah
koridor hukum dan tetap dalam pengawasan
ketat pemerintah.

Fakta normatif di atas kertas tersebut Justru
berb keras d realita sosiologis dan
empiris yang ditemukan melalui data wawancara
di lapangan bersama warga terdampak dan

aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil

o danya gap (celah) yang
signifikan antara status  “normal”  versi
lab ium pada Oktober 2025 dengan kondisi

riil aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal
secara berkelanjutan.

Warga melaporkan bahwa galian PT AOC
diduga kuat tetap 1 Sungai L
yang menjadi hulu sebelum bermuara ke Sungai
Wal. Berdasarkan penuturan langsung
masyarakat setempat maka air sungai secara
visual kerap berubah drastis menjadi sangat
keruh, butek, bahkan menunjukkan lapisan
berminyak di permukaannya. Perubahan fisik air
yang mencolok ini merupakan lndl.kalor kuat
bahwa material sedi sisa dan
sisa lumpur tambang terlepas bebas ke badan air
yang secara nyata melanggar esensi larangan
pencemaran dalam Pasal 69 UU PPLH.(Hill,
2024)

Ketidakselarasan antara hasil lab DLH
dengan keluhan masyarakat ini dapat dianalisis
melalui  dinamika perubahan musim yang
terekam dalam data wawancara. Masyarakat
menyatakan bahwa sedi idan p an
air sungai ini bersifat fluktuatif namun berulang
terutama memuncak secara ekstrem saat
memasuki musim hujan. Pada musim hujan
terjadi debit air yang tinggi mengakibatkan
fungsi Kolam Penampungan Lumpur (KPL) PT
AOC tidak mampu menampung volume luapan
air tambang secara optimal sehingga material
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lumpur sisa tambang lolos dan masuk ke aliran
air sungai.(Hendra et al., 2026)

Hal inilah yang menyebabkan mengapa hasil
uji lab pada bulan tertentu seperti Oktober 2025
itu bisa menunjukkan angka normal sementara
keluhan masyarakat mengenai air yang butek dan
berminyak terus muncul kembali secara dinamis
di waktu lain.(Setiyana & Hakim, 2022) Maka
impl P dalian limbah oleh PT AOC
dinilai  baru  terpenuhi secara formal-
administratif pada momen-momen pemeriksaan
tertentu namun secara substansial-faktual belum
mampu konsisten melindungi media lingkungan
hidup dari dampak sedimentasi berulang.

Jika dikontekstualisasikan dengan posisi
temuan dalam peta akademik maka fenomena
kesenjangan formal-empiris di lokus PT AOC ini
memperkuat tesis dari Amalia dkk. (2024)
(Amalia et al., 2024) yang menemukan bahwa
pengujian laboratorium berkala sering kali gagal
menangkap pola pencemaran fluktuatif seperti
lvapan musiman karena sifat pengambilan
sampel yang tidak kontinu. Keterbatasan
pengawasan DLH OKU yang cenderung pasif-
formal ini sejalan dengan kritik Cahyandari &
Pradana (2022) (Cahyandari & Pradana, 2022)
mengenai lemahnya pengawasan melekat
pemerintah daerah dalam wurusan wajib
lingkungan hidup akibat minimnya integrasi data
sosiologis masyarakat. Di sinilah letak posisi
kontributif penelitian ini yaitu ketika penelitian
terdahulu berhenti pada kesimpulan adanya
kelemahan pengawasan birokrasi maka studi ini
melangkah lebih maju dengan menawarkan
model rekonsiliasi data laboratorium dan keluhan
riil berbasis wilayah tangkapan air hulu-hilir.
Dampak Ekologis-Sosial Eksternalitas
Aktivitas Tambang dan Efektivitas Dispensasi
Bantuan Perusahaan terhadap Masyarakat

Terdampak
Aktivitas penambangan yang mengabaikan
standardisasi  pengelolaan limbah secara

konsisten akan selalu menghasilkan eksternalitas
negatif yaitu kerugian lingkungan dan sosial
yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau
masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi
perusahaan. Berdasarkan data wawancara
1 n yang dihimp membahas bahwa
kegagalan sistematis dalam menahan laju
sedimentasi sisa tambang PT Abadi Ogan
Cemerlang (AOC) telah menimbulkan kerusakan
ekologis yang masif di sepanjang aliran Sungai
Lempaung hingga Sungai Wal.(Palmisano &
Sacchi, 2024)
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Kerusakan ekologis ini ditandai dengan
hancumya struktur ekosistem sungai akibat
masuknya lumpur sisa tambang yang pekat ke
badan air. Masuknya material asing ini tidak
hanya mengubah parameter fisik air menjadi
keruh, butek, dan berminyak tetapi juga merusak
habitat alami biota air secara fatal.(Anandari,
2025) Manifestasi paling nyata dari kerusakan
ekosistem ini adalah terjadinya fenomena
kematian ikan secara massal yang dilaporkan
langsung oleh warga setempat dalam sesi
wawancara. Kematian biota air ini secara
otomatis memutus rantai makanan alami sungai
dan merugikan siklus ekologi lokal yang telah
terbentuk selama bertahun-tahun.

Dampak ekologis yang destruktif tersebut
pada perkembangannya bertransformasi menjadi
krisis ial-ek dan yang
membebani kehidupan sehari-hari masyarakat
Ogan Komering Ulu (OKU). Sungai Lempaung
dan Sungai Wal yang semula berfungsi sebagai
sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan
sanitasi warga kini menjadi sumber ancaman
kesehatan yang berbahaya. Hasil data wawancara
secara eksplisit mencatat bahwa masyarakat yang
terpaksa berinteraksi atau menggunakan air
sungai yang telah tercemar sedimen tambang
tersebut kini terserang berbagai penyakit kulit
seperti iritasi akut dan gatal-gatal kronis.

Secara ekonomi menjelaskan bahwa matinya
ikan-ikan di sungai juga merenggut potensi mata
pencaharian warga lokal yang bergantung pada
sektor perikanan sungai baik untuk konsumsi
pribadi maupun pemenuhan ekonomi keluarga.
Akumulasi dari kerugian kesehatan dan rusaknya
ruang hidup inilah yang memicu ketegangan
horizontal dan mendorong lahirnya gelombang
protes serta aksi demonstrasi dari warga bersama
aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau
Sumsel.

Menghadapi eskalasi protes dan konflik
sosial yang semakin tajam menegaskan bahwa
PT AOC merespons dengan menggulirkan skema
tanggung jawab yang mereka sebut sebagai
“dispensasi bantuan”.(Anggraini, 2025)
Berdasarkan lembar catatan hasil wawancara
terdapat tiga instrumen kompensasi utama yang
dihadirkan oleh perusahaan yaitu Pertama
dengan pemberian uang tunai untuk berobat
secara gratis, Kedua dengan pengiriman tenaga
medis langsung dari internal PT AOC untuk
mengobati warga, Ketiga dengan pembuatan
infrastruktur air bersih berupa sumur bor beserta
bak penampungannya.

1 hat:
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melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta benda. Berdasarkan data hasil wawancara

lapangan maka terlihat jelas bahwa kegagalan
sistemik p dalian penc: i sisa
tambang PT AOC secara teoritis telah

derai dua aspek fund 1 dalam hirarki

Magqashid asy-Svariah:

1. Pemeliharaan Jiwa (Hifd=un Nafs):
Kewajiban otoritas eksekutif  untuk
melindungi hak hidup, kesehatan fisik, dan
jaminan lingkungan yang sehat bagi warga
negara. Wabah penyakit kulit akibat
komaminasi air permukaan sungai pekat
1 merep ik bentuk

pengabanan terhadap pilar Hifdzun Nafs.

2. Pemeliharaan Harta (Hifd=ul  Maal):
Kewajiban  melindungi  sumber mata
ian dan k 1} K i publik.

Fenomenn kematian massal pada populasi

ikan di Sungai Lempaung dan Sungai Wal

secara langsung menghancurkan ekoslslem
perikanan yang jadi

dan sumber daya pangan mandiri masyarakat

lokal. (Suntana & Priatna, 2023)

Secara teologis, landasan hukum larangan
eksploitasi alam destruktif yang merugikan hajat
hidup orang banyak digariskan secara eksplisit
dalam Al-Qur'an Surah Al-A’raf ayat 56:

aas Hthak s Ush 838513 Gatkia) 3h5 )Y b 130 Yy

Ctaadtll G2 &5 55 0

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di
bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah
kepada-Nva dengan rasa takut dan penuh harap.

Sesungguhnyva rahmat Allah sangat dekat
dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S.
Al-A'raf : 56).

Ayat ini n k bahwa oper 1
korporasi  secara syar’i dilarang  keras
menitikberatkan k 1 i
(profit-oriented) pabil bank

kelestarian ekosistem hulu dan hilir sungai. Air
dalam doktrin Islam diletakkan sebagai sendi
kehldupan publik utama yang kesucian dan
ya wajib dilind i. Ketika aktivitas
penambangan mengubah kondisi fisik air
menjadi keruh, butek, dan bernunyak. (mdakan
tersebut derai d
khalifah fil ardh yang memikul tanggung Jawab

melakukan kemakmuran (imarah al-ardh),
bukan perusakan (ifsad).(Intan, 2023)
Dampak pencemaran  berulang  yang

melahirkan penyakit kulit dan kerusakan biota air
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ini membentur prinsip keadilan ekologis hukum
Islam yang berorientasi menolak segala bentuk
bahaya. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad
SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
dan Ahmad:

Y 35 ma¥
D 5 Artinva: “Tidak boleh melakukan sesuatu
vang membahavakan dirvi sendiri maupun orang
lain.” (HR. Ibnu Majah Nomor 2341).

Dari hadis primer tersebut, para ulama
merumuskan kaidah fikih universal yang
menjadi instrumen analisis utama sengketa in

35 5 Hial
Jd Artinva:  “Segala bentuk kemudaratan
(bahayva/kerugian) harus dihilangkan.”

Melalui kacamata Sivasah Tanfidzivvah,
pemberian  kompensasi atau "dispensasi
bantuan" oleh PT AOC berupa uang
pengobatan, tenaga medis, hingga pembuatan
sumur bor secara teoritis diposisikan sebagai

upaya penanganan dampak darurat
kemudaratan sosial scsaat (Immr(/) Namun,
secara Kk I, ek tersebut
tidak menggugurkan kewajiban utama
penguasa maupun untuk

korporasi

kan tindak huk yang Dbersifat
preventif-solutif. yaitu menghentikan sumber
utama pencemaran pada Kolam Penampungan
Lumpur (KPL) yang meluap setiap musim
hujan.(Siadari, 2023) Kemaslahatan yang diakui
syariat (maslahah mu’tabarah) haruslah bersifat
substantif-faktual, bukan sekadar formalitas
administratif  di atas  kertas  pengujian
laboratorium, sementara hakikat di lapangan
hak-hak warga terus dilanggar.

Tuntutan keadilan ekologis masyarakat agar
aktivitas penambangan tidak merusak sungai
sejalan dengan penegasan Rasulullah SAW
mengenai status kepemilikan publik atas sumber
daya bersama melalui sabdanya:

SN 3 eladl L 5 A S et
A Artinya “Kaum muslimin berserikat
(sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air,
padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud No.
3477).

Karena air sungai adalah hak milik bersama
publik (al-milkivyah al-ammah), maka
privatisasi ruang sungai oleh sedimen industri
pertambangan yang merusak kualitas air
merupakan bentuk kezaliman ekologi dan
ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, Sivasah
Tanfidzivvah menuntut ketegasan pengawasan
eksekutif daerah untuk menegakkan
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kemaslahatan substantif bagi masyarakat Ogan
Komering Ulu.(Wéhler et al., 2026)

Melalui rekonstruksi Sivasah Tanfidziyvah
ini maka temuan penelitian berdialog langsung
sekaligus ~ memperluas  jangkauan  riset
Karinasiwi (2022) (Karinasiwi, 2022) tentang
peran otoritas lokal dalam menolak mudarat
industri di tingkat desa. Jika Karinasiwi (2022)
(Karinasiwi, 2022) menyoroti sanksi moral dan
administrasi tingkat lokal desa maka temuan di
wilayah Ogan Komering Ulu ini membuktikan
bahwa penegakan asas Adh-Dhararu Yuzalu
membutuhkan intervensi yudisial dan paksaan
pemerintah tingkat kabupaten secara integratif.
Kontribusi teoretis dari bab pembahasan ini
memosisikan  integrasi  antara  Siyasah
Tanfid=ivyah dan instrumen hukum lingkungan
positif sebagai kerangka kerja baru untuk
memediasi kebuntuan hukum sengketa agraria-
ekologis pertambangan modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka
penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi
kebijakan pengendalian limbah B3 oleh PT Abadi
Ogan Cemerlang (AOC) baru terpenuhi pada aspek
formal-administratif namun secara substansial-
faktual gagal menjaga kelestarian lingkungan secara
konsisten. Temuan di lapangan membuktikan
adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara hasil
pengujian laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten OKU yang menyatakan
parameter air normal dengan realita sosiologis
masyarakat yang terus menghadapi dampak
pencemaran sedimen lumpur tambang yang keruh,
butek, dan berminyak akibat luapan Kolam
Penampungan Lumpur (KPL) setiap musim hujan.
Ditinjau dari perspektif Sivasah Tanfidzivvah dan
Magashid asy-Svariah maka dampak ekologis yang
memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit
kulit dan kematian massal ikan ini telah mencederai
prinsip Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) serta Hifd-ul
Maal (menjaga harta atau sumber penghidupan).
Dengan demikian maka skema dispensasi bantuan
yang diberikan oleh pihak korporasi dinilai belum
menyentuh akar permasalahan utama karena masih
bersifat kuratif-sementara.

Guna menegakkan prinsip keadilan ekologis
dan menghilangkan kemudaratan berdasarkan asas
Adh-Dhararu  Yuzalu ~maka penelitian ini
merumuskan beberapa rekomendasi praktis kepada
pihak-pihak terkait. Pihak manajemen PT AOC
disarankan untuk segera mengalihkan orientasi
tanggung jawabnya dari skema bantuan kuratif

menjadi  tindakan  preventif-solutif — melalui
rekonstruksi radikal pada sistem surface water
management serta memperluas kapasitas tampung
KPL agar mampu menahan laju sedimen secara
optimal saat curah hujan ekstrem. Selain itu,
pemberian infrastruktur alternatif seperti sumur bor
tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk
membiarkan air permukaan sungai tetap rusak,
mengingat sungai merupakan hak milik publik (al-
milkivvah al-ammah) yang wajib dipulihkan
fungsinya. Pada sisi lain di sini Pemerintah Daerah
melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU
direkomendasikan untuk mentransformasi sistem
pengawasan dari pasif-periodik menjadi aktif-
partisipatif dengan mengintegrasikan laporan
sosiologis tingkat tapak bersama warga dan LSM
Pemuda Hijau Sumsel. Terakhir, otoritas eksekutif
dalam koridor Sivasah Tanfid=iyyah dituntut untuk
mengoptimalkan kewenangan hukumnya (wilayah
al-amr) secara tegas dalam menjatuhkan sanksi
paksaan pemerintah apabila pihak perusahaan
terbukti melakukan kelalaian yang berulang.
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